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SALINAN 

   

 

 

 

BUPATI LEBAK 
PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI LEBAK 

 
NOMOR   22   TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEBAK, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu 

menetapkan  Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);  

12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 56); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2010 Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebahaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 

2012 Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lebak  Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 

2014 Nomor 8); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  

ANGGARAN 2015. 

 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015                        

semula berjumlah Rp. 2.113.870.255.815,- (Dua trilyun seratus tiga belas milyar 

delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima 

belas rupiah), bertambah sejumlah Rp.180.292.869.473,-  (Seratus delapan puluh 

milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu 

empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi  Rp. 2.294.163.125.288,- (Dua 

trilyun dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga juta seratus 

dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan     

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.   263.829.616.592,00 

2. Dana Perimbangan Rp.1.341.010.405.000.00 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah  

    yang sah Rp.   568.674.359.166,00 (+) 

Jumlah Pendapatan ...............................................  Rp.2.173.514.380.758,00 

 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung    

 a) Belanja Pegawai Rp.  1.071.909.785.011,15 

 b) Belanja Bunga Rp.             - 

 c) Belanja Subsidi Rp.             - 

 d) Belanja Hibah Rp.       28.424.878.550,00 
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 e) Belanja Bantuan Sosial Rp.         9.092.597.440,00 

 f) Bel.Bagi Hasil Kepada     

   Pemerintahan Desa Rp.       77.913.465.597,00 

 g) Belanja Bantuan Keuangan Rp.       98.542.284.484,00 

 h) Belanja Tidak Terduga Rp          7.189.387.777,00 (+) 

   Jumlah Belanja Tidak Langsung ........................  Rp.1.293.072.398.859,15 

 

2. Belanja Langsung 

 a) Belanja Pegawai Rp.      25.893.751.900,00 

 b) Belanja Barang dan Jasa Rp.    455.673.490.230,00 

 c) Belanja Modal Rp.    516.928.856.908,00 (+) 

    Jumlah Belanja Langsung ................................   Rp.   998.496.099.038,00   

    Jumlah Belanja ……………………………………………Rp.2.291.568.497.897,15    

    (Defisit) ……………………………………………….........Rp.  (118.054.117.139,15)     

 

c. Pembiayaan  

1.  Penerimaan Rp.     122.788.744.530,15 

2.  Pengeluaran Rp.         4.734.627.391.00 (-) 

      Jumlah Pembiayaan Netto …………………………...  Rp.118.054.117.139,15 (-) 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan … Rp.                    - 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 

 

Pasal 4  

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
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anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 
Ditetapkan di   Rangkasbitung 

pada tanggal  20 Oktober 2015      
 

BUPATI LEBAK, 
 

TTD 

 
ITI OCTAVIA JAYABAYA 

 
Diundangkan di Rangkasbitung 
pada tanggal  20 Oktober  2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 
 

                             TTD 
 

                    DEDE JAELANI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR   22 

 
 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 

 
 
 
 

DIAN EDWIN, S.H. 
NIP. 19580205 198603 1013 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


